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ABSTRAK - Produk tembakau dan rokok elektronik merupakan zat adiktif yang apabila
digunakan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko ancaman
gangguan kesehatan akibat lingkungan yang tercemar asap rokok, perlu
diatur pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada alat angkutan umum dan
daerah lingkungan kerja prasarana transportasi umum. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Alat
Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi
Umum.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3)
UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2007
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2008; UU
No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun
2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6
Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 28 Tahun 2024; PERPRES No.
173 Tahun 2024; PERMENKES No. 188 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 7
Tahun 2011; PERMENHUB No. PM 27 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM
29 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM 37 Tahun 2015; PERMENHUB No.
PM 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM 44 Tahun 2015; PERMENHUB
No. PM 63 Tahun 2019; PERMENHUB No. PM 30 Tahun 2019;
PERMENHUB No. PM 83 Tahun 2019; PERMENHUB No. PM 4 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan dan sebagai
pedoman umum bagi penyelenggara untuk menetapkan Kawasan Tanpa
Rokok meliputi alat angkutan umum dan daerah lingkungan kerja
prasarana transportasi umum, mengenai pengawasan pelaksanaan, dan
mengenai sanksi bagi pelanggar.

CATATAN : Penyelenggara yang menyediakan tempat khusus merokok harus
menyesuaikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 6
(enam) bulan dan 1 (satu) tahun bagi yang belum menyediakan, terhitung
sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
22 September 2025 dan ditetapkan tanggal 20 Agustus 2025.

- Lamp. : 2 HIm.



